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PENELANTARAN AREAL IZIN 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 

Hasil Studi Dokumen, Investigasi, dan Observasi Lapangan Terhadap Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabel 1. 
Data Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI/HA Ysng Diduga Tidak Melaksanakan Aktifitas/Kegiatan  
Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Areal Izinnya 

 
,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Nama Perusahaan Nomor SK Tanggal SK Lokasi Areal Luas Ha 

1. PT. Tunas Hutan Pratama 673/Menhut-II/2009  15 Oktober 2009 Kab. Musi Banyuasin 10.130  

2. PT. Tiesico Cahaya Pertiwi 500/1168/IV/2002  3 Juni 2002 Kab. Musi Banyuasin 4.800 

3. PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 604/Kpts-II/1997  18 Sept. 2017 Kab. Musi Banyuasin 56.000 

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemegang 

izin berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan 

melestarikan hutan tempat usahanya.  

Namun pada prakteknya, dari hasil Studi Data/ 

Dokumen Perizinan, Investigasi, Observasi Lapangan 

dan wawancara dengan masyarakat disekitar yang 

dilaksanakan LBH Palembang tahun 2016-2017, 

ditemukan ada 1 (satu) perusahaan pemegang Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam (IUPHHK-HA), yaitu  PT. Bumi Pratama Usaha 

Jaya dan 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) yaitu PT. Tunas Hutan Pratama, 

dan PT. Tiesico Cahaya Periwi, diduga melakukan 

pelanggaran  dalam  melaksanakan  kewajibannya 

 

selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu.  Areal izin ketiga perusahaan pemegang 

izin tersebut berlokasi pada kawasan hutan produksi 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dugaan pelanggaran yang dimaksud berupa tidak 

melaksanakan aktifitas/kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan pada areal izinnya, kemudian pada areal izin 

terdapat areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

milik perusahaan, dan sebagian areal izin kondisinya 

berbentuk semak belukar. Dengan demikian maka  

patut diduga PT. Bumi Pratama Usaha Jaya, PT. 

Tunas Hutan Pratama, dan PT. Tiesico Cahaya 

Pertiwi tidak menjalankan kewajibannya untuk 

menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat 

usahanya dan diduga  telah menelantarkan/ 

meninggalkan areal kerjanya. 

Padang ilalang dalam areal IUPHHK-HA pada kawasan hutan 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 
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Berdasarkan Surat Keputusan  Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor. SK 

454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 Tanggal 17 Juni 

2016  luas kawasan hutan Provinsi Sumatera 

Selatan adalah 3.457.858,69 Ha. Sumber daya 

hutan di Sumatera Selatan tersebar dan terbentang 

di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi yang 

melintasi hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan.  

Penutupan hutan di Provinsi Sumatera Selatan 

berdasarkan kondisinya dapat dibedakan atas hutan 

alam dan hutan tanaman.  

Luas tutupan hutan Provinsi Sumatera Selatan 

selama 25 tahun terakhir telah jauh berkurang. 

Tutupan hutan alam pada tahun 1990 mencapai 2,14 

juta hektar, akan tetapi tutupan hutan pada tahun 

2015 hanya tersisa seluas 0.84 juta hektar.  

 

Sebagian besar tutupan hutan di Sumatera Selatan 

berada di kawasan hutan negara dengan luas 

778,684 ha (93%), dan dalam jumlah yang sedikit 

(7%) di luar kawasan hutan negara (Areal 

Penggunaan Lain). Berdasarkan fungsi hutannya 

sebagian besar tutupan hutan terkonsentrasi di 

fungsi hutan konservasi 394,728 ha (47%), hutan 

lindung 257,170 ha (31%), dan hutan produksi 

126,886 ha (16%). 

Total luas perubahan tutupan hutan atau 

deforestasi di Sumatera Selatan selama 25 tahun 

terakhir (1990–2015) mencapai luas 1,336,595 Ha, 

atau rata-rata mencapai 53,464 Ha per tahun. 

Menurut fungsi hutan, deforestasi kawasan hutan 

tersebut sebagian besar terjadi di hutan produksi 

(82%) sedangkan dalam jumlah lebih kecil di hutan 

konservasi (10%) dan hutan lindung (8%) 

Luas Deforestasi Menurut Fungsi Kawasan Hutan 

di Provinsi Sumatera Selatan  

Periode 1990-2015 

Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2017 
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Tabel 2 . 

Data Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan  
Provinsi Sumatera Selatan s/d Tahun 2016 

No Nama Izin Jumlah Luas (Ha) 

1. IUPHHK-HTI 20 1.346.950 

2. IUPHHK-HA 1 56.000 

3. IUPHHK-RE 2 60.470 

4. HTR 5 42.605 

5. HKM 6 5.822 

6. HD 21 33.400 

 

Menurut Data Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Selatan, penurunan luas tutupan dan 

potensi sumber daya hutan antara lain 

disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak 

tepat, perubahan lahan kawasan hutan dalam 

skala besar untuk berbagai kepentingan 

pembangunan, okupasi lahan, perambahan, 

over cutting dan illegal logging serta kebakaran 

hutan. 

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan di 

Sumatera Selatan dilaksanakan dengan cara 

pemberian izin usaha pemanfaatan hutan 

secara besar-besaran kepada perusahaan- 

perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha milik daerah (BUMD) 

maupun badan usaha milik swasta (BUMS). 

Berdasarkan Data Geospasial Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, 

pada kawasan hutan Provinsi Sumatera 

Selatan tercatat ada 20 (dua puluh) Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan luas 

areal 1.346.950 Ha, 1 (satu) Iizin Hutan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

dengan luas areal 56.000 Ha, dan 2 (dua)  Izin Usaha 

Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IPHHK-

RE) dengan luas 60.470 Ha. Sebagian pemanfaatan 

kawasan juga diberikan kepada masyarakat melalui skema 

Perhutanan Sosial. 

Selain sebagai salah satu penyumbang laju angka 

deforestasi hutan, terdapat beberapa isu krusial dan 

mendasar yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan di 

Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 

penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan 

manajemen hutan pada level tapak yang lemah, minimnya 

dokumen legalitas dalam pengelolaan, tumpang tindih 

kebijakan, hingga permasalahan tenurial yang melahirkan 

berbagai macam konflik multidimensi. 
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PETA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 
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Areal izin PT. Bumi Pratama Usaha Jaya dibagi 

menjasi 2 Blok, yaitu Blok A seluas 24.954 Ha dan 

Blok B seluas 31.046 Ha.  

Dari hasil interpretasi Citra Satelit SPOT 7 tahun 2015 

(Hutan Kita Institute), kondisi eksisting tutupan lahan 

pada konsesi  PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 

didominasi oleh jenis tutupan kebun kelapa sawit 

(27.790,72 Ha atau 70,63% dari luas konsesi). 

Tabel 3 
Kondisi Tutupan Lahan Areal Izin PT. Bumi Pratama Usaha 
Jaya 

No Kondisi Tutupan Luas (Ha) 

1 Akasia 653,69 

3 Kebun Kelapa Sawit 27.790,72 

4 Rawa 2.942,34 

5 Semak Belukar 1.209,72 

6 Semak Belukar Rawa 1.069,82 

 Total 39.343,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PETA KONDISI EKSISTING TUTUPAN LAHAN AREAL IZIN 
PT. BUMI PRATAMA USAHA JAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DUGAAN PENELANTARAN 

AREAL IZIN  PT. BUMI PRATAMA 

USAHA JAYA 

 

PT. Bumi Pratama Usaha Jaya adalah perusahaan 

pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 604/Kpts-II/1997 tanggal 27 

September 1997 dengan luas areal ±56.000 Ha 

yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Medak-

Sungai Lalan, yang secara administratif berada 

dalam wiilayah Kecamatan Bayung Lencir, 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Areal izin PT. Bumi Pratama Usaha Jaya terdiri dari : 

1. Hutan Produksi (HP) seluas  ±39.444 Ha; 

2. Hutan Suaka Marga Satwa (SM) Bentayan 

seluas ±212 Ha; dan  

3. Areal Penggunaan lain (APL) seluas ±16.344 Ha. 
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FAKTA LAPANGAN 

Berdasarkan hasil groundcheck/observasi lapangan 

yang dilaksanakan LBH Palembang pada bulan Mei 

2017, serta observasi lapangan, wawancara dengan 

masyarakat, pemerintah desa setempat, wawancara 

dengan pihak KPHP Lalan Mangsang Mendis oleh 

Hutan Kita Institute (HaKI) didapat temuan-temuan dan 

informasi sebagai berikut : 

1. Pada areal izin PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 

Blok A (Mendis) tidak terdapat aktifitas/kegiatan 

maupun peralatan yang digunakan PT. Bumi 

Pratama Usaha Jaya untuk usaha pemanfaatan 

hasil hutan kayu, terutama pada areal dalam 

wilayah administrasi Desa Mendis Jaya dan Muara 

Medak kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi 

Banyuasin; 

2. Pada areal izin PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 

terdapat areal Izin Usaha Perkebunan kelapa 

sawit yang diduga milik :  

a. PT. Panca Tirta Budi Agung (LONSUM 

Group),  

b. PT. Gudang Garam (Group),  

c. PT. Swadaya Bakti Negara Mas , dan  

d. PT. Ita Mogureben.  

3. Sebagian areal izin berbentuk semak belukar dan 

rawa. 

4. Pada areal izin PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 

Blok B Terdapat bangunan eks kantor PT. Bumi 

Pratama Usaha Jaya yang telah ditinggalkan oleh 

pihak PT. Bumi Pratama Usaha Jaya. 

 

Padang Ilalang pada  areal izin PT. Bumi Pratama 

Usaha Jaya  

 Bangunan eks Kantor PT. Bumi Pratama Usaha Jaya  

 

Perkebunan kelapa sawit berada dalam areal izin  

PT. Bumi Pratama Usaha Jaya  
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No Kondisi Tutupan Luas (Ha) 

1 Belukar 5,67 

2 Kebun Karet 578,14 

3 Kebun Kelapa Sawit 4.615,48 

4 Pemukiman 2,20 

5 Semak Belukar 104,26 

6 Semak Belukar Rawa 4.804,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DUGAAN PENELANTARAN 

AREAL IZIN PT. TUNAS HUTAN 

PRATAMA 

 

PT. Tunas Hutan Pratama adalah salah satu 

perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan 

berdasarkan SK.No.673/Menhut-II/2009 tanggal 15 

Oktober 2009. 

Areal izin PT. Tunas Hutan Pratama seluas ±10.130 

Ha yang lokasinya terletak di Kelompok Hutan 

Sungai Lalan yang secara administrasi berada dalam 

wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Areal ini 

masuk dalam Kelompok Pengelolaan   Hutan   (KPH)    

Lalan Mangsang Mendis  dengan letak lokasi 

berdasarkan  keadaan geografis yaitu : 02º 18’48” - 

02º 24’49” LS. 104º 09’49” - 104º 17’42” BT. 

Berdasarkan Peta RTRW Provinsi Sumatera Selatan, 

areal izin PT. Tunas Hutan Pratama termasuk dalam 

 

kawasan budi daya kehutanan, sedangkan 

berdasarkan Peta RTRW Kabupaten Musi 

Banyuasin, areal IUPHHK-HTI PT. Tunas Hutan 

Pratama seluruhnya termasuk hutan produksi 

tetap (HP) kelompok hutan Mangsang-Mendis. 

Kondisi eksisting areal izin dengan berdasarkan 

interpretasi Citra Satelit SPOT 7 tahun 2015 

(Hutan Kita Institute), terdapat 6 (enama) jenis 

tutupan lahan pada areal izin PT. Tunas Hutan 

Pratama., yaitu seperti yang terlihat pada  peta 

dan tabel   berikut ini  

 

Tabel 4 
Kondisi Tutupan Lahan Areal Izin PT. Tunas  Hutan 
Pratama 

PETA EKSISTING TUTUPAN LAHAN AREAL IZIN 

PT. TUNAS HUTAN PRATAMA 
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FAKTA LAPANGAN 

Dari hasil investigasi, observasi lapangan yang 

dilaksanakan LBH Palembang pada bulan Mei 2017, 

ditemukan fakta-fakta lapangan pada areal izin PT. 

Tunas Hutan Partama,  yaitu: 

1. Tidak terdapat aktifitas / kegiatan yang 

dilaksanakan oleh PT. Tunas Hutan Pratama 

untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

seperti penanaman, perawatan maupun 

penebangan atau pemanenan sebagaimana 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 

bagi pemegang IUPHHK-HTI.  Selain itu, juga 

tidak terlihat adanya peralatan atau kendaraan 

yang digunakan untuk pengelolaan lahan. 

2. Tidak terdapat infrastruktur seperti perkantoran, 

gudang, basecamp / perumahan karyawan, 

bengkel dan lain-lain sebagai penunjang 

operasional PT. Tunas  Hutan Pratama; 

 

3. Sebagian areal izin berbentuk semak belukar 

dan semak belukar rawa, yang menunjukan 

bahwa tidak ada pengelolaan atau 

pemanfaatan lahan areal izin oleh PT. Tunas 

Hutan Pratama. 

4. Karna tidak ada aktifitas, sebagian areal izin 

PT. Tunas Hutan Pratama saat ini telah 

dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk 

menjadi lahan perkebunan 

5. Sebagian besar masyarakat Desa sekitar 

(Desa Keluang, Desa Teluk Tenggulang) tidak 

mengetahui bahwa disekitar Desa mereka 

terdapat areal IUPHHK-HTI PT. Tunas Hutan 

Pratama. 

6. Secara keseluruhan, kondisi areal izin         

PT. Tunas Hutan Pratama tidak berbentuk 

hutan dan dapat dikatakan telah menjadi lahan 

terlantar. 
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Luas areal izin PT. Tiesico Cahaya Pertiwi 

adalah ± 4.800 Ha yang lokasinya terletak di 

kawasan Kelompok Hutan Produksi Lalan 

yang secara administrasi masuk dalam 

wilayah Kecamatan Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Secara geografis areal izin PT. Tiesico 

Cahaya Pertiwi terletak pada 103⁰54’15” 

Bujur Timur - 104⁰01’51” Bujur Timur dan 

1⁰47’27” Lintang Selatan - 1⁰50’30” Lintang 

Selatan. 

FAKTA LAPANGAN 

Berdasarkan hasil Studi Data, Investigasi 

dan Observasi Lapangan yang dilaksanakan 

LBH Palembang Tahun 2016, ditemukan 

fakta-fakta sebagai berikut : 

1. Pada areal izin PT. Tiesico Cahaya 

Pertiwi tidak terdapat aktifitas/kegiatan 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

Hutan Tanaman Industri sebagaimana 

diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan bagi pemegang IUPHHK-

HTI, seperti penanaman kayu industri, 

perawatan maupun pemanenan. 

Kondisi ini menunjukan bahwa           

PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak 

melaksanakan pengelolaan areal izin 

sebagaimana mustinya dan patut 

diduga telah menelantarkan areal 

izinnya. 

2. Dugaan pelanggaran sebagaimana 

disebutkan diatas, diperkuat dengan 

tidak adanya peralatan atau kendaraan 

yang digunakan oleh PT. Tiesico 

Cahaya Pertiwi untuk operasional 

pengelolaan lahan atau pemanfaatan 

hasil hutan kayu pada areal izinnya. 

3. DUGAAN PENELANTARAN AREAL 

IZIN PT. TIESICO CAHAYA PERTIWI. 
 

PT. Tiesico Cahaya Pertiwi adalah Badan Usaha Milik 

Swasta yang didirikan dengan Akte Raharti Sudjardjati, SH 

No. 60 tanggal 23 Maret 1987, dan perubahan terakhir 

dengan Akte H. Achmad Syarifudin, SH No. 25 tanggal 28 

November 2011.  

PT. Tiesico Cahaya Pertiwi merupakan perusahaan 

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang berdasarkan 

Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 

500/1.168/IV/2002 tanggal 3 Juni 2002. 
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FAKTA HUKUM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian fakta-fakta dari hasil temuan 

sebagaimana disampaikan sebelumnya, ditemukan 

fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa dugaan pelanggaran dalam 

pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu pada kawasan hutan produksi (HP) di 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan .berupa :tidak melaksanakan kegiatan 

/aktifitas pemanfaatan hasil hutan pada areal 

izinnya. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan  

oleh PT. Tunas Hutan Pratama., PT. Bumi 

Pratama Usaha Jaya. Dan PT. Tiesico Cahaya 

Pertiwi. 

2. Dengan tidak menjalankan aktifitas atau 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada seluruh 

maupun sebagian areal izinnya, maka diduga 

PT. Tunas Hutan Pratama, PT. Bumi Pratama 

Usaha Jaya, PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, telah 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 

ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah  No. 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan,    serta    Pemanfaatan   Hutan,   yang- 

menyatakan  bahwa  “setiap   pemegang  

izin- usaha pemanfaatan hutan, wajib 

melaksanakan kegiatan nyata di lapangan 

untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

IUPHHK diberikan” 

3. Selain tidak menjalankan aktifitas/kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan, pada areal izin      

PT. Bumi Pratama Usaha Jaya  terdapat areal 

IUP kelapa sawit milik perusahaan, sebagian 

areal izin PT. Tunas Hutan Pratama, PT. Bumi 

Pratama Usaha Jaya, dan PT. Tiesico Cahaya 

Pertiwi berbentuk semak belukar.  

Dengen demikian maka diduga PT. Tunas 

Hutan Pratama, PT. Bumi Pratama Usaha 

Jaya, dan PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, tidak 

menjaga dan melastarikan hutan pada areal 

izinnya.dan diduga telah meninggalkan areal 

kerjanya dan patut diduga  melanggar Pasal 

32 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa 

“Pemegang izin sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk 

menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan 

tempat usahanya”. 
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Selain itu, PT. Tunas Hutan Pratama, PT. 

Bumi Pratama Usaha Jaya, dan PT. Tiesico 

Cahaya Pertiwi diduga melanggar Pasal 75 

ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah No. 

3 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan, yang menyatakan 

bahwa “Selain melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, 

Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat 

(4) pemegang IUPHHK pada hutan 

tanaman dilarang meninggalkan areal 

kerja”. 

Kemudian bagi PT. Bumi Pratama Usaha 

Jaya diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 74 huruf h Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan, yang 

menyebutkan bahwa “Selain melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) 

sampai dengan ayat (4), pemegang 

IUPHHK pada hutan alam, dilarang 

meninggalkan areal kerja”. 

Dengan adanya dugaan pelanggaran hukum 

sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah 

sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) selaku instansi yang 

berwenang di sektor kehutanan untuk : 

1. Segera melakukan investigasi/verifikasi  

lapangan, me-review izin dan evaluasi 

terhadap badan usaha-badan usaha yang 

tidak melaksanakan kewajibannya sebagai 

pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu maupun izin-izin pemanfaatan 

hutan lainnya. 

2. Mengambil langkah tegas dengan memberikan 

sanksi administrasi berupa pencabutan izin 

maupun bentuk-bentuk sanksi lainnya terhadap 

perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK 

yang terbukti tidak melakukan aktifitas/kegiatan 

nyata dilapangan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

3. Memperioritaskan areal izin yang dicabut izinnya 

atau yang dikurangi areal kerjanya untuk 

dijadikan lokasi areal Reforma Agraria dan 

Perhutanan Sosial (RAPS) bagi masyarakat 

sekitar.  
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